
 

 

PERATURAN BANK INDONESIA  

NOMOR 16/18/PBI/2014 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/8/PBI/2013 

TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai Rupiah;  

b. bahwa kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya 

dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar Rupiah 

memerlukan dukungan pasar keuangan khususnya 

pasar valuta asing domestik yang dalam untuk 

menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional;  

c. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatan 

ekonomi nasional perlu dilakukan penguatan struktur 

pasar valuta asing domestik melalui peningkatan 

transaksi lindung nilai kepada bank; 

d. bahwa peran Bank Indonesia diperlukan untuk 

mendorong pendalaman pasar valuta asing domestik 

melalui harmonisasi pengaturan dengan cakupan 

yang komprehensif, khususnya terkait dengan 

transaksi lindung nilai kepada bank; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b,  huruf c, dan huruf 

d, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi  

Lindung Nilai Kepada Bank; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun …  



 
 
 
 
 

 
                                                     - 2 - 
 

 

Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu 

Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3844); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 

15/8/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI 

KEPADA BANK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5451) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

 

Pasal …  



 
 
 
 
 

  
                                                     - 3 - 

 

 

Pasal 3 

(1) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah 

antara Bank dengan pihak domestik.  

(2) Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2), Bank wajib memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif. 

(3) Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2), Bank wajib menerapkan manajemen risiko 

sesuai dengan ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko 

Bank yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Transaksi Lindung Nilai wajib didukung dokumen underlying 

transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing 

terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik.  

(2) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai paling banyak sebesar nilai 

nominal underlying transaksi yang tercantum di dalam dokumen 

underlying transaksi. 

(3) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai paling lama sama dengan 

jangka waktu underlying transaksi yang tercantum di dalam 

dokumen underlying transaksi. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 5 

Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta 

asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik.  

 

 

4. Ketentuan …  
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4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi 

valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik. 

(2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif. 

(3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

mengenai penerapan manajemen risiko Bank yang diterbitkan oleh 

otoritas yang berwenang. 

(4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. 

 

5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9A 

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 15/42/DPM tanggal 8 Oktober 2013 perihal 

Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

 

Pasal II 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 

2014. 

 

 

 

Agar …  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 September 2014 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 

 

               AGUS D. W. MARTOWARDOJO  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 September 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

             REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 214 

DPM 

AMIR SYAMSUDIN 


